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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI 

NOMOR  4  TAHUN 2006 

TENTANG  

BAGI HASIL RETRIBUSI  
KABUPATEN KEPADA DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SINJAI 
 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 

15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah dipandang perlu menetapkan 
bagi hasil Retribusi Kabupaten kepada Desa 
untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan 
dan pembangunan Desa dalam wilayah 
Kabupaten Sinjai; 

 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf 
a, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Bagi Hasil Retribusi Kabupaten 
kepada Desa; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 
Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

 
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3638) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4048); 

 
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

 
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4548); 

 
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

 
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 

tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4139); 

 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

 
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4587); 

 
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 

tentang Kelurahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4588); 

 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN SINJAI 

dan 

BUPATI SINJAI 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BAGI HASIL 

RETRIBUSI KABUPATEN KEPADA DESA. 
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BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
 

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut 
asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Sinjai. 

5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 
disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas-batas wilayah yang berkewenangan untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui 
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 


